BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1.  Sejarah Singkat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12/1983, terletak di Jalan Surapati No. 71 Bandung – Jawa Barat.

Sebelum berstatus Dinas Petanian Tanaman Pangan, Instansi Pemerintah ini telah mengalami banyak perubahan baik nama, pengelolaan maupun dalam bidang usahanya. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, akan penulis kemukakan tentang riwayat singkat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Pada masa penjajahan Belanda ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat diantaranya ialah Provinceiale Landbouw Voorlichtings Dienst (LVD) yang dikepalai oleh Landbouw Inspecteur. Diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912. LVD berfungsi memberikan pembinaan terhadap para petani untuk mempertinggi produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas tertentu berdasarkan pertimbangan politis. LVD sendiri terbagi atas tanaman rakyat ( padi, palawija, sayur, buah-buahan) dan tanaman keras (kopi,karet, kapuk, kina dan the). Secara organic, LVD berada dibawah Departement Van Landbouw Nijverheid en Handel (Departemen pertanian perindustrian dan perdagangan) di Batavia. Wilayah kerjanya terbagi atas 5, tingkat propinsi dan keresidenan dijabat oleh orang
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Belanda sedangkan tingkat kabupaten, kawedanaan dan kecamatan umumnya dijabat pribumi. Kelembagaan khusus lainnya yaitu Zaad Hoeve (Balai Benih Padi) didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea, Cianjur dan dikelola oleh LVD. Untuk mendukung pelaksanaan, maka didirikan 3 Lembaga Pendidikan Pertanian yaitu Cultur School (CS) di Sukabumi, Midlebaare Landbouw School (MLS) di Bogor dan Landbouw Bedrijf School (LBS) di Sumedang.

Tahun 1942 tentara sekutu dikalahkan oleh pasukan jepang dalam Perang Dunia II, LVD (termasuk Balai Benih Padi) yang dikelola oleh Belanda diambil alih Norinka yang bernaung dibawah pemerintahan Jepang. Kebijaksanaan, program dan sistemnya tidak jauh berbeda dengan Belanda hanya tujuannya lebih diperluas dengan sasaran utama memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang. Sedangkan dibidang pendidikan perubahan ditandai dengan bergantinya nama Landbouw Bedrijf School (LBS) menjadi Sekolah Pertanian Pertama. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat. Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Jawatan Petanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea). Sedangkan Sekolah Pertanian Pertama Tanjungsari, diubah menjadi sekolah Pendidikan Mantri Pertanian.

7

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang No. 11/1951. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 29/1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tadi, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan SK. Dewan Pemerintah Daerah Sementara No. 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang membentuk 3 Jawatan Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat. SK tersebut juga menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Jawatan. Selanjutnya dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II dengan maksud penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II/ kotapraja di seluruh Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/DPRD-GR/1961.

Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 197/A.V/18/SK/1975 tentang perubahan sebutan Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Tahun 1983, terbit SK. Mentri Petanian No. 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian – Direktorat Jendral Pertanian Tanaman Pangan, sehingga nama pun disesuaikan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
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2.1.1 Visi Misi Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

“ Terwujudnya Agribisnis Tanaman Pangan Termaju Di Indonesia Tahun 2010”

Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat memiliki misi yaitu :

1.
Menggerakan berbagai upaya untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian   tanaman pangan secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2. 
Meningkatkan produksi berbagai komoditi tanaman pangan yang memiliki daya saing dan mempunyai nilai sosial ekonomi tinggi

3.
Mengembangakan kemitraan dan kewirausahaan masyarakat pertanian yang maju dan mandiri

4. 
Meningkatkan pendapatan usaha tani tanaman pangan

2.1.2  Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa  Barat

Sejalan dengan baebagai perkembangan keadaan lingkungan dan pemikiran, maka pelaksanaan pembangunan Tanaman Pangan kedepan diharapkan akan mampu mencapai tujuan dan sasaran. Maksud dan tujuan Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
a)  Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur.

b) Meningkatkan profesionalisme masyarakat pertanian/pelaku Agribisnis Tanaman Pangan (ATP).
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c) Mewujudkan pengaturan ATP yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

d) Mengembangkan system informasi manajemen (SIM) ATP.

e) Mewujudkan pengaturan ATP yang berbasis teknologi.

f)  Mewujudkan pengaturan ATP yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

g)
Mengembangkan keterkaitan/jaringan usaha yang saling menguntungkan.

h) Mengoptimalkan pemanfaatan pada agroklimat untuk ATP.

i)  Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi spesifik lokasi.

2.  Sasaran

a) Mendorong berkembangnya usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura berwawasan agribisnis.

b) Mampu menghasilkan produk Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang berkualitas dan berdaya saing tinggi baik di pasar Nasional maupun Internasional.

c) adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan nilai tambah dari bisnis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

d) Mendorong berkembangnya sentra produksi Pertanian Tanaman Pangan                 dan Holtikultura sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan UU No. 22/1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat. Struktur Organisasi terlampir.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat terdiri atas :

I. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas.

II. Bagian tata Usaha : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub bagian Umum.

III. Sub Dinas Bina Program : Seksi Data dan Informasi, Seksi Penyusunan Program, Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Sub dinas Sumber Daya : Seksi lahan dan Tata guna Air, Seksi sarana Produksi dan mekanisasi, Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian.

V. Sub Dinas Padi dan Palawija :  Seksi Produksi Padi, Seksi Produksi Palawija, seksi Perlintan Padi dan palawija.
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VI. Sub Dinas Holtikultura : Seksi Produksi Sayuran, Seksi Produksi Buah dan Aneka Tanaman, Seksi Perlintan Holtikultura.

VII. Sub Dinas Pengelolaan Hasil dan Pemasaran : Seksi Pengelolaan Pasca Panen, Seksi Kelembagaan Usaha, Seksi Pemasaran.
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2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat  
Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 41 tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas

Bagian Pertaman

Dinas

Pasal 2

1) Dinas adalah unit kerja sebagaimana diatur didalam pasal 2 butir 7 peraturan daerah

2) Unsur Organisasi Dinas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (d) peraturan daerah

3) Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan operasional di bidang pertanian tanaman pangan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi propinsi dan kewenangan yang di limpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

4) Dalam menyelesaikan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pertanian tanaman pangan;

b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan;
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c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian tanaman pangan meliputi program, pengelolaan sumber daya pertanian, pengembangan produksi padi, palawija, holtikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran serta unit pelaksana teknis Dinas;

d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas.

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengaturan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pertanian tanaman pangan;

b. Fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian tanaman pangan meliputi program, pengelolaan sumber daya pertanian, pengembangan produksi padi, palawija, holtikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran;

c. Penyelenggaraan kordinasi dan kerjasama dalam rangka perencanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
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3) Rincian tugas Kepala Dinas :

a. Mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas;

b. Menetapkan kebijakan teknis operasional Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

c. Menetapakan program kerja dan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan di Daerah;

d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, pengembangan sumber daya pertanian, produksi padi, palawija, holtikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran;

e. Memberi saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi pertanian tanaman pangan sebagai bahan penetapan kebijakan umum;

f. Menyelenggarakan kordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Dinas

Pasal 4

1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
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2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 pasal 4, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengkordinasian dan pengendalian kegiatan internal Dinas

b. Pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD

c. Pelaksanaan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas

3) Rincian tugas Wakil Kepala Dinas :

a. Mengkordinasi kegiatan internal Dinas;

b. Melaksanakan pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD yang meliputi pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kesisteman;

c. Mengkordinasikan perumusan perencanaan stretegis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

d. Melaksanakan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas;

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum

2) Dalam menyelenggrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
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a. Pengelolaan urusan kepegawaian

b. Pengelolaan urusan keuangan

c. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan

3) Rincian tugas bagian Tata Usaha :

a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Menyelenggarakan pengelolaan adminstrasi keuangan;

c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan;

d. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan

e. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat

f. Menyelenggarakan penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja rutin;

g. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

h. Menyelenggarakan pembinaan Arsiparis;

i. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja;

4) Bagian Tata Usaha membawakan :

a. Subbagian Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum;
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Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Program

Pasal 9
1) Sub Bina Program mempuyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana strategi di bidang pertanian tanaman pangan, penyusunan program kerja Dinas yang meliputi program pembangunan pertanian tanaman pangan dan rencan strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang pertanian tanaman pangan

2)  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana maksud pada ayat 1b pasal 9, Subdinas Bina Program mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi;

b. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategi (Renstra);

c. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi;

3) Rincian tugas Subdinas Bina Program :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) di bidang pertanian tanaman pangan;
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b. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program kerja Dinas;

c. Menyelenggarakan pengumpulan data,pengolahan dan analisi data;

d. Menyelenggarakan pengelolaan statistik mengenai kegiatan Dinas;

e. Menyelenggarakan pengelolaansistem informasi manajemen bidang pertanian tanaman pangan;

f. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan anggaran pembangunan;

g. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pelaksana program kerja Dinas;

h. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja;

4) Subdinas Bina Program membawakan :

a. Seksi Data dan Informasi;

b. Seksi Penyusunan Program;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Bagian Keenam

Subdinas Sumber Daya

Pasal 13
1) Subdinas Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pertanian tanaman pangan
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2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 13, Subdinas Sumber Daya mempunyai tugas :

a. Perumusan bahan fasilitas pedoman standarisasi supervise dan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya lahan dan tata guna air;

b. Perumusan bahan pengembangan sarana produksi dan mekanisasi;

c. Perumusan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan;

3) Rincian tugas Subdinas Sumber Daya :

a. Perumusan bahan program kerja Subdinas Sumber Daya:

b. Perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervise pengembangan dan optimalisasi sumber daya lahan serta tata guna air;

c. Perumusan bahan fasilitasi, pedoman standarisasi dan supervise pengembangan sarana produksi, permodalan mekanisasi pertanian tanaman pangan;

d. Perumusan bahan fasilitasi, pedoman standarisasi dibidang pengembangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan;

e. Perumusan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian tanaman pangan;

f. Perumusan bahan kordinasi di bidang pengembangan sumberdaya pertanian tanaman pangan;

g. Perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan, pengembangan dan Diklat;
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h. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbagian sumber Daya;

4) Subdinas Sumber Daya membawakan :

a. Seksi Lahan dan Tata Guna Air;

b. Seksi Sarana dan Produksi dan Mekanisasi;

c. Seksi SDM Pertanian;

Bagian Ketujuh

Subdinas Padi dan Palawija

Pasal 17
1) Subdinas Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional dibidang pengembangan teknologi dan produksi Padi dan palawija serta perlindungan tanaman Padi dan Palawija.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 17, Subdinas Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional fasilitas pedoman, standarisasi, supervisi pengembangan Padi dan Palawija.

b.  Perumusan bahan pengembangan teknologi produksi Padi dan Palawija

c. Perumusan bahan pengembangan perlindungan tanaman Padi dan Palawija.
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3) Rincian tugas Subdinas Padi dan Palawija :

a. Penyelenggaraan perumusan bahan program kerja Subdinas Padi dan Palawija;

b. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi dibidang pengembangan teknologi dan produksi padi;

c. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi dibidang pengembangan teknologi dan produksi palawija;

d. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi dibidang perlindungan tanaman padi dan palawija;

e. Menyelenggarakan perumusan bahan kordinasi dibidang pengembangan teknologi dan produksi serta perlindungan padi dan palawija;

f. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD dibidang pelayanan  dan pengembangan;

g. Mengendalikan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subdinas Padi dan palawija;

4) Subdinas Padi dan Palawija membawahkan :

a. Seksi Produksi Padi;

b. Seksi Produksi Palawija;

c. Seksi Perlindungan Tanaman padi dan Palawija;
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Bagian Kedelapan

Subdinas Holtikultura

Pasal 21
1) Subdinas Holtikultura mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional dibidang pengembangan produksi sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman holtikultura.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 21, Subdinas Holtikultura mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional penyusunan pedoman pengembangan tanaman holtikultura;

b. Perumusan bahan strandarisasi dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman holtikultura;

c. Perumusan bahan perlindungan tanaman holtikultura;

3) Rincian tugas Subdinas Holtikultura :

a. Menyelenggarakan perumusan rencana kerja Subdinas Holtikultura;

b. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan produksi sayuran;

c. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan produksi buah-buahan, sayur-sayuran dan aneka tanaman;

d. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi perlindungan tanaman holtikultura;
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e. Menyelenggrakan perumusan bahan kordinasi pengembangan produksi sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman holtikultura;

f. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan;

g. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subdinas holtikultura;

4) Subdinas Holtikultura membawahi :

a. Seksi Produksi Sayuran;

b. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman;

c. Seksi Perlintan Holtikultura;

Bagian Kesembilan

Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran

Pasal 25
1) Subdinas Pengelolaan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional dibidang pengelolaan hasil panen dan pemasaran produk primer komoditi pertanian tanaman pangan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat1 pasal 25, Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran mempunyai fungsi :
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a. Perumusan bahan kebijakan operasional pedoman pengelolaan hasil panen dan pemasaran produk primer komoditi tanaman pangan dan holtikultura;

b. Perumusan bahan standarisasi dan fasilitasi penanganan hasil panen serta pemasaran produk primer komoditi tanaman pangan;

c. Perumusan bahan pengembangan kelembagan usaha pertanian dan pemasaran produk primer tanaman pangan;

3) Rincian tugas Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran :

a. Menyelenggarakan perumusan rencana kerja Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran;

b. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, penyusunan pedoman, standarisasi dan supervisi penanganan hasil panen komoditas pertanian tanaman pangan;

c. Menyelenggarakan perumusan bahan pengelolaan sertifikasi hasil pertanian tanaman pangan;

d. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman standarisasi dan supervisi pengembangan kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan;

e. Menyelenggarakan perumusan bahan kordinasi dan mediasi kemitraan antar pelaku usaha produk primer komoditi tanaman pangan;
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f. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk primer komoditi pertanian tanaman pangan;

g. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi dan supervisi pemasaran produk primer komoditi tanaman pangan;

h. Menyelenggarakan perumusan bahan kordinasi pengelolaan hasil panen dan pemasaran produk primer komoditi pertanian tanaman pangan;

i. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan;

j. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran;

4) Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahi :

a. Seksi Pengelolaan Hasil Panen;

b. Seksi Kelembagaan Usaha Pertanian;

c. Seksi Pemasaran Produk Primer;
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Bagian Kesepuluh

Unit PelaksanaTeknis Dinas

Pasal 29
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai mana dimaksud pada pasal 1 huruf (e) ketentuan umum, rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur setelah pembentukan, Organisasi dan Tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal1 huruf (f) ketentuan umum, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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2.4  Aspek Kegiatan Dinas Pertanian Tamana Pangan Propinsi Jawa Barat

Tenaga kerja yang melakukan aktivitas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, khususnya di bagian Bina Program berjumlah 20 orang. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, lamanya hari kerja untuk karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat adalah 5 hari dalam seminggu dan jam kerjanya dimulai dari pukul 07.30 – 15.30, jam kerja terkadang bertamabah jika diperlukan, untuk membuat laporan yang bersifat mendesak.

Adapun aspek kegiatan yang dilakukan bagian Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat yaitu :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) di bidang pertanian tanaman pangan.

2. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program kerja Dinas.

3. Menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan dan analisi data.

4. Menyelenggarakan pengelolaan statistik mengenai kegiatan Dinas.

5. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pertanian tanaman pangan.

6. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan anggaran pembangunan.

7. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pelaksana program kerja Dinas.

8. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja.

